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a. Dokumentasi bersama Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, Bapak AY

b. Dokumentasi bersama Kepala Pemerintahan Kecamatan Gantarang

Kabupaten Bulukumba, Ibu AN
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e. Dokumentasi bersama Kepala Desa Bontomasila, Bapak AN

f. Dokumentasi APBDesa Bontomasila Tahun 2022
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h. Dokumentasi bersama Kepala Desa Padang, Bapak MA
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2. LAMPIRAN SURAT-SURAT

a. Surat Izin Penelitian

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http:/simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id

Makassar 90231

Nomor : 17070/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran Do Bupati Bulukumba

Perihal : lzin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ. Hasanuddin Makassar Nomor : 3134/UN4.8.1/PT.01.04/2023
tanggal 16 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ANDI FITRAH REZKYAH RAMADHANI FACHRIN
Nomor Pokok - E051191015 -

Program Studi > llmu Pemerintahan

Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) i PYe ] 9@
Alamat <L P Kemerdekaaw, 1Wa?§%ﬁ§r’arr’

PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI,

dengan judul :

" TINJAUAN EMPIRIK IMPLEMENTASI DANA DESA DI KECAMATAN GANTARANG
KABUPATEN BULUKUMBA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 22 Mei s/d 22 Juli 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP Univ. Hasanuddin Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.



Nomor: 17070/S.01/PTSP/2023
KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada
Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di
Kab/Kota

Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan

Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat
setempat

Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel

Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat
izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
https://izin-penelitian.sulselprov.go.id

NOMOR REGISTRASI 20230519838142

E.u "
L

Catatan :

* UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
» Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(1

i2)

(1

12

(1

*

Ca

PRESIDE M
REPLIRL B T ORE S

= A .

Pasal 70

Peraturan bersama Kepala Desa merupalkan
peraturan yang ditetapkan obeh Kepala Desa dan
2 jdua) Desa atau lebih yvang melakukan kerja sama
antar-Desa.

Peraturan bersama Kepala D[Desa sebagaimamna
dimalsud pada ayat (1] meropakan  perpadoan
kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama
antar-Desn.

HAR WIIT
KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

Bagian Kesatw
Keuangan Desa

Pasal 71
Eruangan Desa adalah semua hak dan kewmjiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan bamng yvang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Hak dam kewajiban sebagaimana dimalsud pada
ayat (1] menimbulkan  pendapatan, belanja,
pembdiayaan, dan pengelolaan Kewangan Desa.

Pasal T2

Pendapatan Desa sebagaimana dimakswd dalam

Pasal 71 ayat [2) bersumber dar:

a. pendapatan asli Desa terdin atas hasil usaha,
hasil aset, swadaya dan partisipasi, goiong
royang, dan laim:lain pendapatan ash Desa;

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

c. bagian dar bhasil pajak daerah dan retribusi
daerah Eabwpaten /Kota;

d. alokasi dana Desa yang memepakan bagian dar
dana permmbangan Vang diterima
Kabupaten Eota;

& hantuan . ..
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13

[4)

15

1]

(1

(2]

*

)

PREIDE N
REPURLIF IMDOME S M

= 40

e. bantuwan keruangan dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja [Dwmerah  Provinsi dan Anggaran
Pendapatamn dan Belanja Dwmerah
Kabupaten/Eaota;

f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dar
pithak ketiga; dan

g lam-lam pendapatan Desa yang sah.

Alpkasi anggaran secbagaimana dimaksud

ayat (1] buraf b bersumber dar Belanja Pusat

dengan mengefektiflcan progmm yang berbasis Desa

secara memata dan berkeadilan

Bagian hasil pajak dasrah dan retribusi daerah
Eabupaten/Eota scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) humf c© paling sediki 0% (sepulub
perseratws] dari pajak dan retribusi dasrah.

Alpkasi dana Desa sebagmimana dimalesod pada
ayat (1] homf d paling sedilkr (0% {sepulub
perseratws] dan dana perimbangan yang diterima
Eabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dwaernh setelah dikuwmngs Dana  Alokmsi
Ehusus.

Dalam rangka pengelolaan Hruangan Desa, Eepala
Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada
perangkat Desa yang ditunjulk.

Bagi Eabupaten/ Kota yvang tidalk memberikan alokasi
dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat [4),
Pemerininh dapat melakukan penundaan danfatao
pemaotongan  sebesar  alokasi dana  penmbangan
sefelnh  dikurangi Demn  Alokasi Khusus  yang
sehamisnya disalurkan ke Desa.

Pasal 73
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ferdin atas
bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.

Eancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
digjulkan oleh Eepala Desa dan dimusyawarahkan
bersama Badan Permusyawmratan Desa.

[3) Sesuai . . .
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memberilan himbingan, swpervisi, dan lonsultasi
penyelenggaraan Pemerintahan Drwesa, Badan
Permusyasaratan Dwsa, damn lembaga
kemasyaralatan;

memberilkan  penghargaan  atns  prestasi yang
dilnksanakan dalam penyelsnggarnan Pemerintahan
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga
kemasyarakatan Desas

menetapkan bantuan  keuangan langsung  kepada
Dwesna;

meelabbknn pendidikan dan pelatihan tertentu kepada
Aparatur Pemerintahan Dwesa dan Badan
Permusyawaratan. Desa;

melakukan  penslitian tentang  penyelsnggaraan
Pemerintmhan Desa di Desa tertentu;

mendorong percepatan pembangunan perdesaan;
meminsilitasi dan melakukan penelitian dalam ranglka
penentuan kesatuan masyarakat holoem adat sebagai
Desa; dan

menyusun dan memfasilitasi petunjulk teknis bagi
BUM Desa dan lembaga kerja sama Desa.

Pasal 114

Pemhinaan dan pengawasan yang dilalunlkan oleh
Pemenintah  Daerah Provinsi sebagaimana  dmalkesod
dalam Fasal 112 ayat [1) melzputi-

melakukan pembinaan  terhadap Eabupatenf Kota
dalam rangikan peryusunan Peraturan Daerah
Kabupaten /Kota yang mengatur Desa;

melakukan pembinaan Kabupaten /Kota dalam ranglka
pemberian alokasi dana Desa;

meelakukan pembinaan peningkatan kapasitas Eepala
[esa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan
[esa, dan kembaga kemasyarakatan;

melakukan  pembinaan  manajemen  Pemerintahan
Dwesa;

e melakukan . .
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Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlab
Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Helanja Dasrah Kabupaten /Kota sehingga
dimungkinkamn pelaksanmanmys secara bergelombang sepanjang
diatur dalam Peraturan Dasrah Eabupaten ! Kota

Sebagni akibat dilaksanakanmya kebijakan pemilihan Ee=pala Desa
secara setentalc, dalam Undang-Undang ini  diatur mengenai
pengisian jabatan Eepala Desa yang berhenti dan diberhentikan
sebelum habis masa jabatan.

Jabatan Kepala Desa Adat diisi berdasarkan keteninan yang berlaku
bag Desa Adat. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Eepala Desa
Adat, Pemerintah Daerah Eabupaten/Eotn dapat menetapkan
penjabat  yang bernsal dari masyarakat Desa Adat yang
bersangkutan.

9. Sumber Pendapatan Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdin  atas
pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retrbusi daerah
Eabupaten/Kota, bagian darn dama perimbangan keuanganm paesat
dan daesrah yang diterima oleh Kabupaten/Eota, alokasi anggaran
dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara, bantuan leenangan
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Eabupaten/Kota, serta
hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan kenangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan  Belamjm  Daerah
Kabupaten /Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuoan
keuangan Pemerintah Dasmah yvang bersanglutan. Bantuan tersebut
diarahkan umiuk percepatan  Pembangunan Desa. Sumber
pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dan
Badan Usaha Milik D[esa, pengelolaan pasar Desa, pengelodaan
kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan
logam dan tambang batuwan dengan tdak menggunakan alat berat,
serta sumber lainmya dan tidak untuk dijualbelikan.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemermtah Deerah
Kabupaten/Kota paling sedilat 10% [sepulub perseratus] setelah
dilturangl Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dissbut Alokasi
Dana Desa.

Alokmsi . . -

111



c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014

* SALINAN

PRESIDEN
REPUBILIA INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014
TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI

Menimbang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara scbagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1)
huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dalam fmplementasinya
belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebth
merata dan berkeadilan sesuai dengan kemampuan
keuangan negara;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara:

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tabun 1945;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S5495);

3. Peraturan . . .

www.bphn.go.id
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3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2014
Dana Desa yang Bersumber dan
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S558);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014
TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 5558| diubah sebagai berilcut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbuny: sebagai

berikut:
Pasal 8

Penyusunan pagu anggaran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara
Umum Negara.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 9
Pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 merupakan bagian dari anggaran
Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

3. Ketentuan . . .

www.bphn.go.id
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3. Ketentuan Pasal 10 diubah schingga berbuny: sebagai
bernlkut:
Pasal 10

(1) Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan
dalam APBN dapat diubah melalui APBN
perubahan.

(2) Perubahan pagu  anggaran Dana  Desa
scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) txdak dapat
dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah
mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari dan
di luar dana Transfer ke Daerah (or top).

4. Ketentuan Pasal 1! diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 11

(1) Dana Desa uﬁnp kabupaten/kota dihitung

berdasarkan jumlah Desa

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada aya: (1)

dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar; dan

b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa
setiap kabupaten/kota.

{3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh
indeks kemahalan konstruksi.

{4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber
dari kementernian yang berwenang dan/atau
lembaga yang menyelenggamakan  urusan
pemerintahan di bidang statistik.

(5) Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

5. Ketentuan . . .
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S. Ketentuan Pasal 12 diubah schingga berbuny: sebagai
berikut:
Pasal 12

(1) Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5),
bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk
setiap Desa di wilayahnya.

(2) Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung secara berkeadilan
berdasarkan:

a. alokasi dasar; dan

b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap
Desa.

(3) Tingkat kesulitan  geografis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh
Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan
oleh faktor yang terdin atas:

a. ketersedinan prasarana pelayanan dasar;
b. kondisi infrastruktur; dan
¢. aksesibilitas /transportasi.

(4) Bupati/walikota menyusun dan menetapkan IKG
Desa berdasarkan faktor sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

(5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b bersumber dari kementerian yang

berwenang dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan  di
bidang statistik.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan
penctapan nncian Dana Desa setiap Desa
ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

(7) Bupati . . .
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[7] Bupati fwalikota menyampadkan perabuTan
bupati/ wallkota sebagaimana dimaksud peda
ayat (6] kepada Menteri dengan tembusan kepada
Menteri Dalam BMegeri dan  Menten Desa,
Pembangunan Dasrah Tertinggal dan
Transmigrasi, serta gubernur dan kepala Desa.

Ketentuan Pasal 16 dmubah sehingga berbumyt sebagai
heerakoat:
Pasal 16

(1] Penyaluran Dana Desa sehagaimana dimakesod
dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada
tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

a. tmhap | pada bulan Aprl sebesar 40% (empat
puluh per seratus);

b. tmhap 1l pada bulan Agustus sebesar 40% [=mpat
puluh per seratus]; dan

c. tmhap Il pada bulan Chdober sehesar 2% (dua
puluh per seratus).

@) Penyaluran Dana Desa setinp tahap sebagaimanm
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2] dilakuboan
paling lambat pada minggy kedua.

(¥ Penyaluran Dana Desa setinp tahap sebagaimanm
dimakesud dalam Pasal 15 ayat 4] dilakuboan
paling lama 7 (tujubh)] hari kerja setelah diterima
di kas Daerah.

[4] Dalam hal bupatifwalikota tdak menyalorian
Dana Desa sesund dengan ketentuan sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Menter
dapat melakukan penundaan penyaluran Dana
Alokasi Umum danfaton Dana Bagi Hasil yang
menjadi hal kabupaten fkota yvang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 21 dmubah sehingga berbunyi sebagai
heerakoat:
Pasal 21

[1j Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi menetapkan prioTitas
aan Dana Desa sebagaimana dimaksod

dalam Pasal 19 ayat (2j paling lambat
3 (dga) bulan sebelum dimulainya  tabun

ANEEATAN.
(2) Prioritas . _ .
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|2} Prioritas penggunanm Dane Desa sebhagaimann
dimaksud pada ayat [1) diengkapi dengan
pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana
[resa.

|:3+P|=n-|:u.p.n.n priocritas  penggunaan Dana  Desa
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaloikan
setelah berkoordinasi  dengan  menteri yang
menyelenggarakan  wrusan  pemerintahan di
biiang perencanaan pembangunan  nasional,
Menteri, Menteri Dalam  Megeri, dan menten
teknis/ pimpinan lembaga pemerintah
nonkementeTian.

Keteninan Pasal 22 dubah sehingga berbumyn sebagad
heerikout:
Fnsal 23

Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis
kegiatan yang didanail dan Dana Desa sesuai pedoman
umum kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat [2).

Ketentnan Pasal 27 diubah sehinggn berbumy sebagad

eerilouat:
Pasal 27

1] Dalam hal terdapat SiILPA Dana Desa lebith dan
0% jdga puluh per serntus] pada akhir tahun
anggaran sebelumnya, bupatifwalikota memberilkan
samksi admimistrati{  kepada Diesa yang

12] Sanksi sebagaimana dimalsud pada ayat (1] berupa
penundaan penyvaluran Dana Desa tahap 1 mbun
anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa_

|4 Dalam hal pada tabun anggaran berjalan masih
terdapat SiLPA Dana Desa lebih dan 30% {tga pubeh
per seratues), bupatifwaliketa memberikan sanksi
administratil kepada Desa yang bersangkutan

] Sanksi sehagnimana dimaksud pada ayat (3] berupa
pemotongan Dana Desa tabun anggaran berilostoya
sebhesar S5il.PA Dann Desa tahun betjalan.

(3] Pemotongamn . -
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{S) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4] menjadi dasar Menteri
melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa
untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya.

(6) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
diatur dengan peraturan bupati/walikota.

10. Ketentuan Pasal 29 diubah sechingga berbuny: sebagai
berikut:
Pasal 29

Untuk Tahun Anggaran 2015, alokas: dasar
scebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) hurufa
dan Pasal 12 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan
alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa
scebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan alokasi
Dana Desa.

11.Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan
1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A yang berbunyi sebagai
berilut:

Pasal 30A
1) Pengnlokaaun anggaran Dana Desa dalam APEBN
secara bertahap, yang dilaksanakan
sebagm berikut:
a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar
3% (tiga per seratus);
b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar
6% (enam per seratus); dan
c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar
10% (sepuluh per seratus),
dari anggaran Transfer ke Daerah.

(2) Dalam hal APBN belum dapat memenuhi alokasi
anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), alokas: anggaran Dana Desa ditentukan
berdasarkan alokas: anggaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya atau kemampuan keuangan
Negara.

(3) Untulk . ..
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(3] Untuk  memenuhi anggaran Dana  Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menten
setelnh  berkoordinasi  dengan  Mentenn  Dalam
Megeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, mentenn yang
menyelenggarakan WIS pemerintahan
di bidang perencanaan pembangunan nasional,
sETia menteri teknis f pimpinan lembaga
pemerintah  nonkementerian  terkait  menyusun
peta jalan kebijakan pemenubhan anggaran Dana
Dhesal

(4] Eetentuan mengenai peta jalan kebijakan
pemenuhan anggaran Dana [esa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] diatur dengan Peraturan
Presiden.

12. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

14, Ketentuan Pasal 33 dihapus.

15.Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan
mrml.phihulm;anghmmﬁ sehagai

Pasal 334

Pada saat Peraturan Pemerintah ind mulai berlabkos,
semua keteniuan peraturan pelaksanaan dar
Peraturan Pemerintah Momor &0 Tabun 2014 tentang
Dama Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara hamus disesuaikan
dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11

Peraturan Pemerintanh ini mulai berlalm  pada tanggal
dmindanghkan_
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PEMJELASAN
ATAS
FERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESLA
NOMOR 2 TAHUN 215
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014
TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.IA NEGARA

LML

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang bersumber dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negamm sebagnimana dintur dalam
leetentuan Pasal 72 ayat (1) humof b dan avat (2) Undang-Undang Nomor
6 Tahum 2014 teniang Desa, Pemerintah telah menetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peratuman Pemerintah Momor &0 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara dalam
perkembangannya perln menyesuaikan dengan perhembangan hulkum dan
tata pemerintahan schingga perlu dilakukan perubahan techadap beberapa
ketentuan pasal yang ada dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tabun 2004 tentang
Dana Desa yang Bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
antara lain dimaksudkan wntuk meningkatkan anggamn Dana Desa
mengingat anggaran Dana Desa yang diabokasikan dalam APBN Tahun
Anggaran 315 masih belum mencapal 10% (sepuluh per seratis) dand Dama
Transfer ke Dasrah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomar & Tabunm 2004 tentang Desa. Selain itu, perubahan formoula
pengalokasion Dana Desa juga dimaksudian uniuk menjaga agar tidak
terdapat kessnjangan yang tinggi antardesa atas besaran Dana Desa yang
diterima oleh setiap Desa sehingga menjadi lebih meratan dan
berkeadilamn.
Materd muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerntah ind antara ladn
medipati:
1. Penentuan prioritas penggumaan Dana Desa besertn pedoman umum

penggunaannya  oleh Kementerian  Desa, Pembangunan  Dserah
Tertinggal dan Transmigrasi setelah berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan . . .
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menyelenggarakan urusan  pemerintaban di bidang  perencanaan
pembangunan nasicmal, Menteri, Menteri Dalam Megeri, dan menteri
teknis/ pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

2. Pengalokasian Dana Desa secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar
dan jumlah penduduk, angka lkemiskman, las wilayah, dan tinglat
kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota yang bersumber dari
kementerian yang berwenang danfatau lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemenntahan di bidang statistik. Hal mi untuk mewujudkan
pembangunan Desa yang lehih merata dan berkeadilan_

3. Perhitungan formula pengalokasian Dana Desa.

4. Tahapan pemenuhan Dana Desa sampai dengan 10%% dan Dana Transfer
ke Daerah.

5. Peta jalan kehijakan Pemenntah dalam pemenuvhan anggaran Dann
Desa.

Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Momor 60 Tabun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
mengedepankan aspek pembangunan Desa yang lehih merata dan
beckeadilan  serta merupakan tekad kuat Pemerintah  dalam rangka
memenuhi amanat Undang-Undang Nomar 6 Tahun 3014 tentang Desa.

. PASAL DEM] PASAL

Pasal [
Amngla 1
Fasal B
Culkup jelas.
2
Fasal 9
Culp jelas.
Amngla 3
Pasal 10
Culmp jelas.
Anglka 4
Fasal 11
Ayat (1)

Culoup jelas.

Avat (2] ...
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Ayat (2]
Huruf a
¥ang dimaksud dengan *alokasi dasar®™ adalah
alokasi minimal DESEMDESS yang diterima
kabupaten/kota  berdasarkan  perhitungan
terientu, antara lan perhriungan yang dibagy
secara merata kepada setinp Desa.
Huruf b
Culup jelas.
Aot |3)
Cubup jelas.
Ayat {4)
Cubup jelas.
Ayrat |5)
Cubup jelas.
Angka 5
Pasal 12
Aoait 1)
Cukup jelas.
Ayat |2
Culup jelas.
Ayat (3]
Cukup jelas.
Ayat (4
[mlam rangka membantu dasrah dalam penyediaan
data Indeks KEesulitan Geografis, wniuk Tahun
Anggaran 2015, Pemermtah dapat mempusun Indeks
Kesulitan Geografis secara masional untuk digunmakan
bupati fwalikota dalam menghitung alokasi Dana Desa
setiap Desa_
Ayat (5]
Cukup jelas
Avat (6]
Cukup jelas
Ayat |7]
Cubup jelas
Angka &
Pasal 16
Culoap jelas.
Amnghka 7 ...
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Angka 7
Pasal 21
Ayat (1)
jelas.
Ayait 2]
Pedoman umum kegintan memuat teknis pelaksanaan
kegintan, tidak termasuk pengaturan penganggaran
dan administrasi kewangamn.
Ayt [3)
Culoup jelas.
Angka 8
Pasal 22
Pedoman teknis kegiatan memuat antara lain spesifikasi
teknis dari masing-masing kegiatan yang akan dibéayai dari
Dana Desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa.
Angka 9
Pasal 27
Contch pengenann sanksi administrasi dalam ketentuan i
sehagai berilowt:

Pada Tahun Anggaran 2015, Desa A mendapat Dana Desa
sehesar R 1 0H0 e CH00, e Pada alchir Tahun
Anggaman 2015 terdapat SilPA Dana Desa lebih dan 3064,
vakni Rp3S 000, 000 0d0.

Padn Tahun Anggaran 2016, Desa A mendapat Dana Desa
sebesar Bpl S0.000.000,00.

Peryaluran Dana Desa tahap | Tahun Anggaram 2016 yang
scharusomma sebesar R0, N0 O, O (e lhet X

Rp 1500000000y, pembayamnnya ditunda sebesar SilPA
Tahun Anggaran 20015 sebesar Bpd5.000.000,00. Schingga
Dana Desa yang disalirkan pada wsmbap 1 hanyva sebesar
Bpl 5.0 000, 00 atan (B0, 000, (0,00 -
Rpd 5.0 000, 0.

Padn penyaluran tahap 11, alkan disalurkem sehbesar §0%
ditnmbah dengan Dana Desa yang ditomda penyaberannym
padn tahap 1, sehingga totaloya RpSSi00d. 000, B0
atan |Rp&0. 000000, 00 + Rpd 5. 000000, 00).

Penyaluran tahap I tetap sehesar  Rp30o0dd. 000 00
atau [20%% x Bpl 50.000.000,00).

Apabila . .
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Apabila pada akhir Tahun Anggaran 2006 masih terdapat
S5ilPA Dana Desa lebih dan 30% dari Dana Desa yang
diterima Tabhum 2016, maka wniuk Tabun Anggaran 3017
bupati/walikota alan memotong peoyaluran Dana Desa
uniuk Desa A sebesar ZiLPA Tahun Anggaran 2016,
Pempotongan penyaluran Dana Desa Tabun Anggaran 2017
dilaporkan kepada Menteri sebagai dasar Menteri untuk
melakukan pemotongan penyaluran Dana [kesn
kabupatenfkota  yang  bersangkutan  pada  Tahun
Anggaram 2018,

Angka 10
Pasal 29
Culoup jelas

Angka 11
Pasal 304
Ayat (1]
Cuboup jelas.

Ayat (2]
¥Yang dimaksud dengan "alokasi anggaran Dana

Desa tabhun anggaran sebelhomnya®™ adalab mdlad
nominal alokasi dana desa yang tercantum dalam
APFEN tahun anggaran sebelommya.

Ayat (3]
Culoup jelas.

Ayt (4]
Culoup jelas.

12
Pasal 31

Dihapus.
Angka 13
Pasal 32
Diihapus.

14
Pasal 33

Diihapus.

Angka 15 . .
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